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BAB I.. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Paradigrna yang sa1ah pada masa yang lalu yang menganggap sektor pertanian 

khususnya pangan hanya dipandang sebagai sektor yang inferior yang hanya 

berfungsi sebagai stabilisator pada kebijakan barga pangan murab dan sektor industri 

dipandang sebagai sek.1or superior yang dianggap mampu memberikan jaminan bagi 

kesejahteraan masyarak:at merupak:an P,aradigma yang harus dikoreksi. 

Pangan-merupakan kebumhan yang paling esensial da1am kehidupan manusia 

sebagai individu dan manusia sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Kekurangan 

pangan penduduk dalam satu negara akan menimbulkan ekses yang negatif bagi 

akselerasi pembangunan Nasional, sebab kekurangan pangan dapat menjadi pemicu 

terhadap stabilitas politik dan keamanan Nasional. Berdasarkan pemikiran itulah 

maka GBHN 1999-2004 menetapkan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan 

untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman 

sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangkan menjamin 

tersedianya pangan dan nutrisi da!am jumlah dan mutu yang diperJukan. Pangan 

merupakan kebutuhan dasnr manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap 

rak'yat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan pembangunan nasiona\. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang 
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Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bcrsama masyarakat 

~!Cnanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan 

~gaturan, pembinaan, pengendaJian, dan pengawasan terhadap kesedjaan pangan 

:ang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, rnerata, dan 

:erj.angkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam 

menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta 

sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. 

Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan serta 

menciptakan -ketahanan pangan. Instrumen kebija."rnn perberasan dalarn Instruksi 

Presiden antara lain : penggunaan benih padi unggul bersertiflkat, penggunaan pupuk 

berimbang, rehabifa.asi jaringan irigasi utama dan harga pembelian pernerintnh 

(HPP). 

Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan oleh pernerintah merupakan bentuk 

carnpur tangan pemerintah dalarn perberasan nasionaJ (Suryana dan Murdianto, 2001) 

yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) kondisi perberasan intemasiona!, 

khususnya pasru- beras dunia hanya stkitar 4 - ~ persen dari total produksi dunia 

sehingga tidak dapat diandalkan sebagai pengadaan beras domestik; (2) beras adalah 

sebagai bahan makanan pokok; (3) kondisi excess supply pada musim pa.nen raya 

yang merugikan produsen dan musim paceklik merugikan konsumen; ( 4) perubahan 

lingkungan strategis domcstik, dengan berJangsungnya proses desentralisasi dan 

otonomi daerah; dan (5) pergerakan harga gabah antar musim. 
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Demikian juga halnya di Sumatera Utara pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat setiap tahunnya. kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok juga 

semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan akan beras tersebut dilakukan upaya 

peninglr..atan produksi GKP setiap tahunnya. Perlq:m1bangan kebutuhan beras di 

propinsi Sumatera Utara dapat diJihat pada TabeJ J .1 

Tabet l.1 . Kebutuhan Beras Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 -2010 

Uraian Tahwi 

2005 2006 2007 2008 2009 20!0 

Jumlah Pei"iduduk tjiwa) 12,441,025 12,602,984 
, 

12,834,371 12,925,943 13,042,317 13207.954 
Keburuhan Beras - . l,7W..,554 l,724,718 1,756~84 l,768,9l5 l,784,841 l,807,509 

Produksi Beras 2,173,753 1,900,326 15858)60 1,900,912 2,007,375 2,033,330 

Perimbangan Beras {ton) 4i6,199 l/6,103 101,376 131,_997 222,.H4 23-0,321 

%~00da l21.97 11011 105.S!> 107.46 112.47 112.77 

Sumber: D~ Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2011 

Produksi beras di Sumatera Utara mengalami tluktuasi dimana pada tahun 

2007 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 

2008 sampai dengan 2010 produksi beras kembali mengalami peningkatan. 

Demikian juga l<.ebutuhan akan beras sebagai sumber pangan juga terus meningkat 

sejalan dengan pertambahan popuJasi penduduk di provinsi Sumatera Utara. 

Perkembangan harga komoditas pertanian secara nasional dipengaruhi oleh 

fluktuasi produksi, fluktuasi harga intemasiona1 dan fluktuasi nilai tukar (Sudaryanto 

dan Rachman, 2009) 
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Pada umumnya ketidakstabilan harga gabah di lapangan disebabkan oleh pola 

:~en.. dimana pada saat panen raya cenderung terjadi penurunan harga gabah petani 

: ··•"!""" karena terjadinya over produksi sementara volume pennintaan di masyarakat 

:r:L~rung tetap/tidak ada perubahan. Sebaliknya pada saat panen kecil harga gabah 

;~iderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabet 1.2. 

-:- !.._"< t l.2. Produksi GKP Berdasarkan Musim Panen di Provinsi Sumater-a Utara. 

~o Musirn Panen 
Total Produksi Harga Rata - Rata 

(ton) (Rp/kg) 

l. Feb - Mei 2005 1.354.264,88 1.625 
':I - Juni--Sept 2005 1.033.607,11 1.629 .;.., 

,., 
Okt 2005 - Jan 2006 1.014.234,48 1.781 .) . 

4. Feb - Me] 2006 l.] 56.346,23 J.943 
5. Juni - Sept 2006 887.264,01 2.095 
6. Okt 2006 - Jan 2007 917. 701,15 2.183 
7. Feb - Mei2007 1.351.911,20 2.419 
8. T • Se '°'007 .JUfil - · pt L I 994.586,51 2.357 
9. Okt 2007 - Jan 2008 560.398,46 2.229 
10. Feb - Mei 2008 1.297.358,40 2.471 
11. Juni - Sept 2008 1.055.517,36 2.591 
12. Okt 2008 - Jan 2009 1.014.641,43 2.542 
13. Feb - Mei 2009 1.353.390,08 2.537 
14. Juni - Sept 2009 1.172.242,99 .2.601 
15. Okt 2009 - Jan 2010 984.793,46 2.728 
16. Feb-Mei 2010 1.400.616,60 2.838 
17. Juni - Sept 2010 1.143.210,52 2.944 
18. Okt -Des 2010 515.721 ,46 3.062 

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 

Pola panen padi mengikuti pola musiman, dapat dibagi ke dalam tiga periode 

yaitu musim patten raya, musim panen gadu dan musim panen pace~lik. Musim 
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panen raya berlangsung selarna periode Fcbruari - Mei, musim panen gadu Juni -

September dan musim panen paceklik Oktober - Januari. 

Awalnya penetapan harga dasar tersebut ditetapkan dengan m~mperhatikan 

beberapa fuktor yaitu tingkat keuntungan usaha tani padi yang layak dan harga beras 

kuaJitas medium di pasar dunia. Situasi perberasan mulai pada bulan Maret 2008 

mengalami peningkatan harga di pasar dunia yang lebih tinggi dari harga beras di 

pasar domestik ( Sudaryanto dan Rachman, 2009). 

Namun sejak tahun 2009, ke1ihatannya penetapan Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP) tidak lagi merujuk ~epada harga beras intemasionaJ, tetapi 

_ sepenuhnya ditentukan oleh ongkos produksi yang cenderung meningkat seiring 

dengan meningkatnya harga sarana produksi terutama pupuk, bahan bakar minyak 

(BBM) &m upah tenaga kerja Akibatnya harga pembelian beras pemerintah pad.a 

tahun 2009 menjadi lebih tinggi (US$508/ton) dibandingkan dengan harga beras 

internasional dengan kualitas yang sama US$ 384/ton dengan (FOB Vietnam 25%). 

Pada tahun 2010, pemerintah kembali menaikkan HPP sebesar 10% -dan 

menyebabkan menurunnya daya saing beras berkualitas medium ya."lg dihasilkan 

lndonesia (Sawit, 2610). 

Kebijakan harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk 

melindungi petani padi dari turunnya harga di tingkat petani, sebagai a\at stimulus 

kepada ·petani berupa jaminan harga. Namun demikian, kelihatannya kebijakan -

kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Hal tersebut 

J iindikasikan oleh harga GKP yang masih cenderung fluktuatif. Untuk menganalisis 
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,.,.~nomena tersebut diperlukan suatu kajian empiris mengenai harga dasar gabah. 

Diharapkan hasi1 pene1itian ini akan menjadi masukan bagi pengambil keputusan 

dalam menentukan kebijakan harga gabah. 

1.2 TUJUAi'l\J KHUSUS 

Secara khusus penelitian ini bertujuan : 

Tahun I: 

l. Untuk mengana1isis perbedaan Harga Pembe1ian Pemerintah (HPP) GabahKering 

Panen (GKP) dan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap harga aktual 

. GKP dan beras di Pmvinsi .Sumatera Uta.ra. 

2. Untuk menganatisis perbedaan peningkatan harga ektual GKP dan beras seteJah 

penetapan HPP 

Tahun II 

l. ~1enganalisis pola saluran tataniaga, fungsi tataniaga, biaya pemasanu~ margin 

pemasaran, price spread dan share margin untuk tiap-tiap saluran pemasaran 

serta efesieflsi pemasaran komoditi pangan strategis di Sumatera Utara 

2. Merumuskan aJtematif kebikajan HPP beras dan efesiensi pemasaran pangan 

untuk mewujudk.an ketahanan pangan bagi masyarakat dan kesejahteraan petani 

"sebagai produsen. 
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1.3 URGENSI PENELITIAN 

Beras menjadi ujung tombak ketahanan pangan wilayah dan nasional. Peran 

itu sudah terjadi sejak berabad- abad JaJu dan disistematisasikan pada masa 

pemerintahan orde baru. Dengan demikian, kepentingan ketahanan pangan sekaligus 

kepentingan tenaga kerja dan kependudukan bukan 1agi menjadi isu ekonomi dan 

perdagangan semata, tetapi menjadi wi1ayah poJitik ekonomi karena aspek strategis 

berbagai bidang itu menuntut peran pemerintah yang proporsional dan efektif 

(Rachbini,D,J., 2005). 

Pada tahun 2001 melalui Inpres No. 9 Tahun 2001 tentang kebijakan 

perberasan terjadi perubahan isti1ah harga dasar menjadi harga dasar pernbelian 

pemerintah (HDPP) yang berlaku sejak 1 Januari 2002. In.pres perberasnn di era 

reformasi lebih komprehensif yang mencakup kebijakan harga dan non harga, 

kebijakan perdagangan, stok publik, serta subsidi beras terara.li. Inpres pc·roerasan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir setiap tahun diperbaharui (Sawit, 2010) 

Sejak tahun 2005 istilah HDPP diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) 

melalui Inpres No. 2 Tahun 2005. Selanjutnya dikeluarkan lnpres No. 13 Tahun 

• 
2005, Inpres No. 3 Tahun 2007 rum Inpres No.! Tahun 2008 peratura.., sejenis yang 

terakhir adalah Inpres no. 7 tahun 2009 berJaku efoktif pada Januari 20 l 0 yang masih 

digunakan sampai saat ini. 
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Pada tahun 2006 pemerintah menaikkan Harga Pembelian Padi/Gabah (HPP) 

dan beras yang tertuang dalam lnstruksi Presiden Nomor 13 tahun 2005, yang berlaku 

untuk Januari 2006. Harga gabah kering panen (GKP) terus dari Rp J .330 per kg 

menjadi Rp l.730 per kg, pemerintah tidak menyiapkannya dengan baik. Salah satu 

buktinya. saat ada kenajkan harga beras pada bu1an Desember tahun lalu, banyak 

pihak mengatakan, karena stok beras ·bermasalah. Persoalan itu tidak mereka libat 

dalam konteks akibat rencana penerapan HPP yang baru. Satu bulan sebeium 

k.enaikan HPP diterapkan, yaitu sekitar Desember, harga beras mulai mengalami 

kenaikan. 

Bila pemerintah cermat, sebenamya kenaikan itu tidak karena stok menipis. 

Saat itu pedagang sesungguhnya cenderung menahan stok sebagai tindakan antisipasi 

kenaikan HPP. Pedagang membeli beras pada saat harga murah dan ingin me1epas 

begitu pemerintah menerapkan HPP yang baru pada tanggal J Januari 2006. 

Keuntungan akan didapat pedagang dengan menahan stok karena pemerintah 

menaikkan HPP untuk gabah kering panen. Penahanan ini mengakibatkan harga jual 

d! pasar terus menanjak 

Disamping itu harga beras juga mengalami peningkatan dari setiap tahun. 

Pada tahun 2005 harga beras meningkat cukup drastis jika dibandingkan dengan 

tahun 2004. Peningkatan harga beras ini diakibatkan oleh adanya isu yang beredar 

tentarig pemberlakuan tentang kebijakan impor beras. Karena khawatir berns dalam 

negeri akan anjlok, maka harga bcras Jokaf meningkat. Harga beras ditingkat 

penggilingan padi yang sebelumnya Rp 3.000 per kg meningkat menjadi Rp 3.300 
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sampai pada tingkat harga Rp 3.400 per kg. selain disebabkan tak adanya panen padi. 

naiknya harga beras ini disebabkan tingginya permintaan pasar beras di Jakarta 

karena stok di pasar kosong. Ini disebabkan akibat kekhawatiran kalangan penguasa 

dan importir untuk memasarkan beras impor illegal {Kompas, 27 Des 2005). 

Hingga kini pro- kontra impor beras masih berguJir. Pemerintah dinilai tidak 

mempunyai argument kuat mengapa harus impor beras. Sebagian petinggi pun 

menyajikan alasan beragam. Pada dasamya impor beras akan mencederai nasib 

petani. Namun, bi1a pemerintah tidak mengimpor beras, mungkin akan lebih banyak 

rakyat Indonesia dicederai dengan mahalnya harga beras. Rakyat ingin harga beras 

Ierjangkau (murah), tetapi ini tak sejalan dengan keinginan petani yang nasibnya terns 

:.;rpuruk. Petani ingin harga febih tinggi Ekonomi perberasan memang begai buah 

s imalakarna. Harga beras naik petani senang, tetapi rakyat susah. Harga beras turun 

rakyat bahagia. tetapi petani sengsara. Maka. pemerintah perlu bersikap arif 

.:r.enetapkan kebijakan perberasan ini (Khomsan, A., Kompas 22 Des 2006). 

Sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak rnengimpor -beras. Apalagi . 

. ~urut perkiraan, produksi beras tahun 2005 mengalami surplus. Bahkan akhir 

_ ~1uari lalu, Menteri Pertanian memproyeksikan produksi padi nasiornd iahun 2006 

~pai lebih dari 54 juta ton sehingga tidak perlu import beras. Luas panen musim 

::::.- ~ m I tahun 2005/2006 diproyeksikan 5,5 juta hektar sehingga paling sedikit 

~~-;hasilkan 15 juta ton beras ( Suganda, H., Kompas 30 Jan 2006). 

Menurut data Bank Dunia tingginya harga beras menjadi penyebab kenaikan 

!:f;;' ~ penduduk miskin bisa menjadi salah satu contoh dan menjadi amunisi bagi 
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pemerintah untuk mengimpor beras. Jumlah angka kemiskinan yang disebutkan Bank 

Dunia l 09 juta berbarengan dengan kenaikan harga beras yang signifikan. Kondisi ini 

:nenempatkan pemerintah pada dua pilihan, mengorbankan petani atau konsumen 

beras. Pemerintah selalu mengorbanka.1 petani dan sela1u membela konsumen beras 

Ji perkotaan dengan membuka keran impor beras untuk menekan harga. Jalan pintas 

impor beras tanpa mengatasi akar rnasalah peningkatan produksi beras telah memsak 

kedaulatan pangan. Kerergantungan pangan pada pihak luar di tengah kesuburan 

lahan Indonesia menunjukkan stigma bangsa yang malas dan kinerja yang lemah. Ini 

j,uga memperjelas kegagalan negara mengelola sumber daya manusia Indonesia untuk 

meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Indonesia yang kaya sumber daya 

pertanian harus menjadi pengimpm pangan terbesar di dunia (Sibuea,P., Kompas 16 

.Ian 2007). 

Kesempatan berusaha tidak harus selalu pada usahatani padi (karena dengan 

luas Jahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga 

pada usahatani non padi (on-farm), off-farm dan bahkan non-farm. DaJam kaita.~nya 

dengan itu, upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada 

pcngembagan pertanian (daJam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha 

agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. 

Denga.1 adanya peningkatan pendapatan, maka daya befi rumah tangga mengakses 

bahal'l pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan 

keleluasaan bagi mereka untuk mernilih (freedom lo choose) pangan yang beragam 

untuk memenuhi k~ukupan gizinya. Karena itu, upaya pemantapan ketahanan 
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pangan tidak dilakukan dengan meyediakan pangan murah, tetapi dengan 

meningkatk.an daya beli. 

Dua hal penting kebijakan pemerintah yang dapat Jebih bersifat protektif, yaitu 

: (l) Karena beras merupakan komoditas pangan strategis, pemenuhan kebutuhannya 

diusahakan untuk dicukupi oleh produksi dalam negeri. Untuk itu, kebijakan impor 

beras diranc-ang agar dapat membenlrnn perlindungan kepada petani (insentif 

berproduksi) namun tetap memberikan jaminan kepada konsumen mendapatkan beras 

dengan harga terjangkau dan (2) Untuk bahan pangan lain, kebijakan impor pangan, 

baik tariff ataupun non-tari_ff, dirancang untuk melindungi masyarakat agar 

mendapatkan pangan yang bermutu, aman clan halal; dan melindungi negara terhadap 

hama dan penyaklt berbahaya. 

Komoditi pangan strategis seperti Gaba.Weras, kedele, jagung, daging ayam, 

daging sapi, telur, i.lran dan cabai merupakan komoditi yang paling banyak di 

konsumsi oleh masyarakat Surnatera Utara. Konsekwensi logisnya adalah 

terwujudnya ketersediaan produksi pangan bagi masyarakat yang merupakan 

kebutuhan essensial perlu mendapat perhatian pemerintah. Sedangkan pada sisi yang 

lain p~_.ani sebagai produsen mestinya dapat pula menikmati jerih payahnya melaJui 

penerimaan yang wajar bagi setiap prcduk yang dipasarkannya. Dengan demikian 

perso!an utama bukan saja dari aspek produksi tetapi proses tataniaga juga menjadi 

elemen penting untuk menjaga kesinambungan antara kebutuhan dan kecukupan 

produksi. 
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Tataniaga merupakan suatu gugus kegiatan untuk mengalirkan barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen. Semakin dekat jarak antara lembaga tataniaga yang 

digunakan oleh produsen hingga ke konsumen akhir, akan semakin tingi keuntungan 

yang diperoleh produsen· dan sebaliknya . semakin panjang jalur tataniaga dari 

produsen ke konsumen akhir, maka profit marjin yang diterima oJeh masing-masing 

rantai tatan:iaga akan semakin kecil. 

Pendistribusian atau tataniaga komoditi pangan strategis seperti Gabah/Beras, 

ayam (telur dan daging) serta jagung juga tidak terlepas dari mata rantai tataniaga 

yang sedang berlangsung. Profi~ margin yang dibagi secara tidak adiJ pada tiap-tiap 

mata rantai tataniaga akan memberikan dampak kepada memmmnya minat produsen . 

untuk menghasilkan produk dan membawa dampak kepada demand surplus yang 

dapat merangsang kenaikan harga. 

Dalam penjualan basil pertanian tersebut sering terjadi perbedaan harga antara 

harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen. Perbedaan ini sering tidak 

seimbang antar harga yang diterima petanr dengan harga pada mata rantai tataniaga 

yang dilaluinya hingga ke tangan konsumen. Panjangnya mata rantai ini 

;nenyebaf1kan biaya tataniaga menjadi besar dan menjadi 'bcban biaya pada 

pemasaran yang pada kahimya akan mengursngi profit pada mata rantai pemasaran. 

9iasanya masing-masing saluran pemasaran memiliki price spread dan share margin 

yang berbeda-beda. Untuk mengetahui sa!uran mana yang dianggap paling baik 

rlapat diketahui dcngan cara mcnghitung jumlah penjualan/pembdian barang pada 

masing-masing saluran. 
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Dengan demikian adalah penting untuk menganalisis tataniaga komoditi 

pangan strategisGabah/Beras, kedele, jagung, daging ayam, telur ayam, daging sapi, 

ikan dan cabai di Propinsi Sumatera Utara, sehingga hasiJ penelitian ini dapat 

rnemberikan alternatif kebijakan produksi dan pemasaran yang akan diambil oleh 

pengambiJ kebijakan pada masa yang akan datang. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Harga Pembelian Pemerintah ( HPP) 

Kebijakan harga · gabah yang diterapkan oJeh pemerintah bertujuan untuk 

meJindungi petani padi dari turunnya harga di tingkat petani. Kebijakan harga 

tersebut telah lama dikenal dalam ekonomi pertanian, namun kebijakan harga bagi 

kepentingan petani padi dan beras pertama sekati diperkenaJkan di Indonesia pada 

tahun 1969. Tujuan dari penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah adalah 

sebagai alat stimulus kepada , petani berupa jaminan harga bagi petani. Langkah 

penetapan harga suatu pro<Juk melalui suatu kebijakan adalah-sangat penfing -untuk 

menjadikan produk lokal mempunyai daya saing terhadap komoditi sejenis yang 

berasal dari barang import. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani akan 

meningkat dan gairah usaha tani meningkat (Amang 1984). 

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP dan beras pertama 

sekali dikeluarkan pada tahun 2005. Sebelumnya Tahun 1990 an penetapan harga 

gabah berdasarkan harga dasar yang ditentuknn oleh berbagai -variabel dan formula. 

Awalnya harga dasar ditetapkan dengan memakai rumus harga per kg gabah kering 

simpan (GKS) sama dengan harga per kg urea. 

Pada tahun 200 l melalui lnpres No. 9 Tahun 200 i tentang kebijakan 

perberasan terjadi perubahan istilah harga dasar menjadi harga dasar pembelian 

pemerintah (HOPP) yang berlaku sejak 1 Januari 2002. Inpres perberasan di era 
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reformasi lebih komprehensif yang mencakup kebijakan harga dan non harga, 

kebijakan perdagangan, stok publik, serta subsidi beras terarah. lnpres perberasan 

yang dikeluarkan oJeh pemerintah hampir setiap tahun diperbaharui (Sawit, 2010) 

Sejak tahun 2005 istilah .HDPP diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) 

melalui Jnpres No. 2 Tahun 2005. Selanjutnya dikeJuarkan Inpres No. 13 Tahun 

2005, Inpres No. 3 Tahun 2007 dan Inpres No.1 Tahun 2008 peraturan sejenis yang 

terakhir adafah In pres no. 7 tahun 2009 berlaku efektif pada Januari 20 I 0 yang masih 

digunakan sampai saat ini. 

2.2. Kebijakan Pengendalian Harga 

Kebijakan harga melalui jaminan harga dasar dapat memperkecil resiko dalam 

berusahatani, karena petani terJindungi dari kejatuhan hargs juaf gebah/beras di 

bawah ongkos produksi, yang sering da1am musim panen raya. Manakala risiko suatu 

usaha dapat ditekan sekecil mungkin, maka ketersediaan beras dari produksi dalam 

negeri dapat terjarnin. Keiersediaan beras dari produksi dalarn negeri menjadi saiah 
. - . 

satu unsur penting daJam memperkuat ketahanan pangan (Sawit, 2010). 

Kebijakan harga beras pertama kali dibahas secara kcmperehensif dan 

operasional oieh Mears dan Affif ( 1959} yang menyimpulkan bahwa (I) diperlukan 

suatu perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga batas tertinggi untuk 

memberi keuntungan yang wajar bagi swasta uniuk penyimpanan beras dan (2) 

Pemerintah perlu menyediakan stok beras da~am jumlah yang memadai untuk 

mencegah pengaruh gejolak produksi ttlJmnan. 

15 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2.3. Landasan Teori 

Menurut Ellis ( l 992), salah satu tujuan kebijakan harga pertanian adalah 

menstabilkan harga produk pertanian untuk meningkatkan kegiatan usaha tani, serta 
. 

terciptanya harga pangan yang stabil bagi konsumen. Kebijakan harga pertanian dapat 

dilakukan melaJui berb!lgai instrumen yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan niJai 

tukar, pajak dan subsidi serta intervensi langsung. Secara tidak langsung stabilitas 

harga dapat diterapkan meJalui kebijakan pemasaran output dan kebijakan input. 

Kebijakan input dapat dijalank.an berupa subsidi harga sarana produksi ya.11g 

diberlak."Ukan pemerintah terhadap pupuk, benih. pestisida dan kredit. 

Menurut Bechtold ( l 988), penetapan harga output akan menyebabkan 

stabilisasi harga, dengan detnikian lonjakan permintaan dapat di!{endalikan. Untuk 

mendukung penetapan harga tersebut, diperlukan stok barang untuk mengatasi 

fluktuasi produksi. Karena penyimpanan stok tersebut membutuhkan biaya, maka 

selanjutnya diperlukan perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga beras 
- - - . 

tertinggi untJk memberi keuntungan yang wajar bagi penyimpanan barang. 

Menurut Sukimo (1994) untuk menstabiikan harga dan menjaga agar petani 

menerima harga yang wajar pemerintah dapat menstabiJkan harga pada harga yang 

ditentukan oleh pasar bebas dan menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi 

dari harga keseimba."lgan pasar bebas. Kebijakan ini sangat penting terutama ketika 

panen raya. Ketika panen raya penawaran melimpah. Penawaran yang melimpah akan 

menggescr kurva penawaran dari S ke S', sehingga jumlah produk pertanian yang 
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ditawarkan meningkat dari Q0 menjadi Q1• Peningkatan jumlah barang yang 

ditawarkan ini akan menyebabk.an penurunan harga dari Po ke Pi, bahkan sering 

sampai pada tingkat harga yang membuat pctani rugi. Untuk mengatasi hal tersebut 

Pemerintah dapat menetapkan harga di atas tlngkat harga yang membuat petani rugi 

(P1) yaitu pada tingkat harga P2 atau P3• Hal ini dapat dilakukan me1a1ui penetapan 

harga pembelian pemerintah (HPP). Secara gratis ha\ ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

s s 

/ S' 

Po 

Gambar 1. Penetapan Harga· Dasar 

Fungsi pennintaan menurut Nicholson (1991) adalah merupakan hubungan 

• 
antara harga dan volume barang yang diminra konsumen per unit waktu, ceteris 

paribus. Harga dan kuantitas permintaan berbanding terbalik sehingga kurva 

pennintaan berslope negatif. Pada prinsipnya untuk mencapai utilitas maksimum 

pada tingkat optimal X1, X2 •.••••• , Xn (dan A, pengali Langrangian) sebagai fungsi dari 

semua harga dan pendapatan. Proses .Produksi terjadi k.arena adanya suatu permintaan 
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output yang dihasilkan. Pennintruln input akan muncul karena adanya suatu proses 

prnduksi. Jadi, pennintaan input timbul karena adanya pennintaan akan output. Hal 

inilah yang disebut dengan pennintaan turunan (derived demand) dimana permintaan 

input yang rnuncul karena adanya permintaan output. Permintaan terhadap input 

merupakan pennintaan turunan karena input digunakan dalam memproduksi output 

~ertentu sehingga besamya pennintaan input tergantung dari besarnya output yang 

.:!1gunakan. Untuk menghasilkan produksi GKP yang optimal maka timbul 

;permintaan terhadap pupuk. 

l. Penetuan Floor-Price dan Perubelian Kelebiha.e Hasil oleh Pemerintah 

Pemerintah dapat menjarnin kepada petani suatu tingkat harga yang lebih 

tinggi dari pada harga ekuilibrium dengan menentukan suatu price floor, tingkat 

harganya disebut floor price. Pada tingkat yang lebih tinggi ini tidak seluruh hasil 

produksi terbeli oleh konsumen. Sisanya dibeli cleh pemerintah dengan harga floor 

price untuk ditimbun; jlka tidak demikian, maka harga akan tunm kembali ketingkat 

semula (Kadariah,1994). Dari Gambar 2. dapat diJihat bahwa jumJaii yang 

ditawark11.n adalah OS; harga ekuilibrium adalah SE = QA. Jika tidak ada 

kebjjaksanaan pemerintah, penerimaai1 total petani adalah OSEA. Sekarang 

pemerintah menentukan floor price setinggi OB. Jika yang dibe!i konsumen tun:n 

sampai OS', sisanya sebesar S,S dibeli pemerintah dengan harga floor-price 

(Kadariah, 1994). 
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p D S' s 

Gambar.2. Gmftlc PenentR.an Floor- Price dan Pembelian Kdebihan Hosii oleh Pemerintah 

2. Pemerintah Menyubsidi seiisih antara H2rga yang Dibayar Konsumen dan 

Flc-0r Price. 

Beras yang merupakan bahan makanan yang tidak dapat ditimbun, dan harus 

jijual kepada konsumen dengan tingkat harga dipasar. Jadi konsumen tetap 

:nembayar harga ekuilibrium yang rendah dan mendapat jumlah yang terjual pada 

. - - . 
tingkat barga itu, sedang pmdusen menerima harga floor price yang dicantumkan 

vleh pemerintah, juga untuk jumlah yang dibeli oleh konsumen. Selisih ar:tara harga 

ekuiJibrium danjloor price ini dibayar oleh pemerintah berupa subsidi kepada petani . 

Disini konsumen tidak dirugikan ( Kadariah, 1994). 
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IF Floor prh:e 
91----------.... --------~~~ 

D 

0 

Gambar.3. Pnnerintall Mrnyubshii sduilr antara Barga yang Dibayar Komumen dan Floor Pria 

Dari Gambar 3. dapat dik~tahui bahwa jumlah yang dihasilkan adalah jumlah 

yang dibeti oleb konsumen = OS-. -Konsumen membayar harga ekniiibriu.'ll SE = OA. 

Produsen menerima subsidi dari pemerintah sebesar antara harga yang dijamin 

pemerinta.l:i rum harga yang dibayar oleh konsumen, ialah EF =AB. 

3. Ceiling Price. 

CeiliJ?_g price adalah harga y~mg tertinggi yang diperbolehkan oleh 

,pemerintah, yang biasanya ditetapkan untuk melindungi konsumen, jika hRrga 

ekulibrium yang terjadi di pasar terlclu iinggi. Hal ini terjadi pada waktu jumJah 
• 

:-roduksi/ penawaran kurang, umpamanya pada waktu pacekllik, atau panen gagal 

fKadariah, 1994). 

20 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



D ( D 

A 

T Ceiling price c 

0 

D 

GamtHir.4. Grafik-Ceiling Price 

Dari Gambar 4_ dap.at diketahui, jika diserahkan kepada mekanisme pasar, 

maka harga (ekuilibrium) terjadi pada titik E, ialah setinggi OA. Perla titik harga ini 

yang dapat membeli beras hanyalah orang yang mampu (berpendapatan tinggi), 

sedangkan orang- orang yang berpendapatan rendah tidak dapat membeli bahan 

makanan pokok itu. Untuk menolong orang- orang yang tidak mampu maka 

ditentukan harga yang lebih rendah daripada harga ekuilibrium, umpamanya setinggi 

OC. Dengan demikian maka akan terjadi 'excess demand' sebesar RT, yang dapat 

menimbulkan perebutan barang (Kadariah, 1994). 
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Jika pemerintah mefakukan stabilisasi harga beras, dengan mempertahankan harga 

pada tingkat tertentu maka grafik antarafloor price dengan ceiling price akan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

p S' 
I p 
I 

s l 

A' 

Floor price B 
Ceiling 

B price 

A 
D 

- I • 
D 

" Q (b)~ik ~· I I (ai Panen 

' Gambar.5. Graflk. Kombinasi Floor price dengan Ceiling Price 

Dari Gambar 5. dapat diketahui bahwa kalau pemerintah mengadakan 

stabiiisasi harga dengan merripertahankan harga pada tingkat OB, maka pada waktu 

panen jika penawaran adala.lt SS pada gambar (a), dan harga ekuilibrium, adalah 

SE=OA, pemerintah membeli jumlah sebanyak SS' dengan harga OB (floor pn"ce), 

sehingga penawaran di pasar menjadi S'S' dan ekuilibrium terdapat pada titik E', 

pada harga OB, gambar (a) (Kadariah, 1994). 

Pada waktu pacek\ik, jika penawaran tunm menjdi SS pada gambar (b ), dnn 

harga di pasar setinggi SE = OA ', maka jumlah yang ditimbun pemerintah pada 

waktu panen, dilempar ke pasnr, sehingga penawarnn menjadi S'S" pnrla ga.mbar (b), 
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dan ekuilibrium terdapat pada titik E", pada harga OB (ceiling price). Dengan 

demikian maka harga dapat dipertahankan pada tingkat yang sama sepanjang tahun. 

Tetapi haJ iji hanya dapat terjamin, jika jumJah yang dibeli pemerintah untuk 

menjamin harga setinggi OB pada waktu panen (S'S pada gambar (a) sama dengan 

jumJah yang diperlukan untuk diJempar ke pasar pada waktu paceklik guna menjaga 

harga setinggi OB (SS' pada gambar(b)) (Kadariah,1994). 

2.4 Penetitian Terdabulu 

Simatupang, et al (2005), dari hasil evaluasi terhadap kebijakan harga gabah 

tahun 2004 menyatakan bahwa (t) kebijakan harga dasar gabah tidak efektif di setiap 

\\ilayah propinsi di Indonesia sepanjang talmn. Secara rata - rata pada tahun 2004 

Januari - Oktober) hargajua1 gabah petani dalam bentuk GKP mencepai Rp. l.211 ,­

~r kg yang berarti lebih tinggi dari HDPP yang ditetapkan pemerintah Rp. l.200,­

:-er kg, tetapi harga GKG hanya Rp. 1.610,- per kg, di bawah HDPP yang ditetapkan 

:-emerintah Rp.1.700,- per kg, (2) harga gabah yang diterima petani cenderung 

"".lenurun dalam dua tahun terakhir . Pada periode Januari - Oktober 2004, harga 

~ah rat<r-rata Rp 1.211,- per kg GKP, tebih rendah daripada periode yang sarna 

:1.i1un 2003 yang mencapai Rp J.222,-per kg GKP. 

Selanjutnya oleh Jamal et al (2006) merekomendasikan supaya penetapan 

-·:::1p gabah disesuaikan dengan spesifik wilayah. Dari hasil pengamatan di wilayah 

::_:o'lus beras, terlihat bahwa break even point usaha tani padi sangat bervariasi antar 

::.;aah dan b~rkisar pada harga Rp J .025,6 - I .338, 7 per kg GKP. Margin 
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keuntungan yang didapat petani dengan memperhitungkan biaya lahan dan tenaga 

kerja keluarga berkisar l 8,33 - 34,58% dari total produksi, dimana margin tertinggi 

pada petani di Sumatera Barat. Hal ini dimungkinkan karena secara alamiah terdapat 

oerbedaan dalam struktur .ongkos usaha tani antar wilayah, juga adanya perbedaan 

,;..ualitas GKP antar wiJayah. GKP di Sumatera Bar-at umumya mempunyai rendemen 

~ang lebih baik dari daerah lain. Hal lain yang menyebabkan rendahnya harga gabah 

~i tingkat petani adalah masih dominannya sistem pembelian secara tebasan, terutruna 

_ntuk lokasi Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Sedangkan Sudaryanto dan Rachman (2009), dengan hasil penelitian di 

:-eberapa daerah sentra produksi padi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, 

~ - ~ awesi Selatan dan Sumatera Barat menyatakan bahwa rata - ratn harga gabah di 

~::.:-, gkat petani sudah jauh lebih tinggi dari HPP, dengan perbedaan sampai 50%. 

:\::ngan harga gabah rata- rats Rp 2.591/kg, petani memperoleh keuntungan Rp.7,04 

'-~na (Rp. l.267/kg) atau 95,7% dari biaya produksi. Dengan demikian dapat 

: __ (2faka,; bahwa bi1a tujuan pemerintah adalah memberikan pendapatan yang 1ayak 

'"'"--:.ada petani padi, maka kebijakan perberasan yang telah diterapkan cuk.-up efektif, 

~r- tetapi kebijakan tersebut perlu terns dfaesuaikan secara perfodik seiring dengan 

~mill:flika yang berkembang. Beberapa justifikasi yang mendukung perlunya 

r"" :- ~suaian HPP gabah dari tingkat yang berlaku saat ini yaitu : t) harga beras 

,-~tik periode Maret 2008 hingga Oktober 2008 lebih rendah dari harga di pasar 

. :~ Simulasi kenaikan HPP sebesar 100/o, dengan asumsi besaran produksi dan 

lllllr• '! tetap, menunjukkan keuntungan usaha tani padi Rp. 6,09 juta/ha (Rp 1.096 
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J.·g), atau 82,8% dari biaya produksi. Jika HPP gabah dinaikkan 12,5% dan J 5% 

-:-1.:-ika petani mempero1eh keuntungan berturut - turut Rp 6,40 juta/ha (Rp l .15 l/kg) 

=.=:;ju 86,9D/o dari biaya produksi, dan Rp 6, 70 juta/ha (Rp 1.206/kg atau 91, 1 % dari 

:-·i:iya produksi. Dengan harga GKP periode Maret 2008 hingga Oktober 2008 

:.;;.~but, usaha tani padi telah memperoleh pendapatan Jayak. Namun, mengingat 

=-~kembangan harga pada periode tersebut dan perba.7tdingannya dengan harga di 

:-:.:...._'fil" intemasional, harga gabah perlu disesuaikan. Untuk menghindari dampak 

' ~ iralnya terbadap inflasi dan aspek makro lainnya, diusulkan kenaikannya berkisar 

•'i· - 15 % dari HPP gabah yang ~erlaku (LJpres 1/2008). HPP yang baru sebaiknya 

: :?!apkan rnulai efekti.f Januari 2009, sehingga pada-rnusim panen raya peta.i1i dapat 

-r.:mperoleh harga yang lebih tinggi. Selain melalui HPP gabuh, peningkatan 

:!t!'tdspatan petani dapat pula dilakukan melalui kebijaknn yang berdampak pad.a 

~unman biaya produksi (subsidi pupuk, benih, kredit) dan me!lingkatkan fasilitas 

~ :'"1 harga (irigasi, infrastruktur lainnya, bantuan alat pasc.a panen). Untuk 

-e;;ingkatkan · ni1ai tambah dari usaha tani padi, petani pedu terus d~dorong untuk 

::~jual hasil dalam bentuk beras. Hal ini didukung oleh Sawit (2010) yang 

- ,irnyatak311 bahwa harga pembeUan beras pemerintah (kualitas medium FOB 

. ~) pada tahun 2009 ditetapkan lebih tinggi (US$ 508/ton) dibandingkan dengan 

· . ~ga beras internasiona1 dengan kualitas yang sama. 

Pcnelitian yang akan dilakukan mengenai analisis penentuan harga gabah di 

~""":Jvinsi Sumatera Utara tidak sama dengan pene1itian terdahuJu, disamping waktu 

· !:!I cempat pelaksanaan penelitian yang berbeda juga penelitian ini lebih fokus untuk 
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melihat dampak HPP terhadap harga aktual GKP. pupuk urea dan berns di tingkat 

produsen serta terhadap peningkatan produktivitas dan produksi padi di Provinsi 

Sumatera Utara. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Objek, batasan dan Wilayah Kajian 

Objek dalam kajian ini meliputi kebutuhan pangan strategis yang paling 

banyak dikonsumsi oJeh masyarakat dan merupakan bahan kebutuhan pokok yang 

1Jtama di Sumatcra Utara 

Batasan kajian daJam peneJitian ini adaJah menaganaJisis Harga PembeJian 

?~merintah (HPP) dan menganalisis rantai tataniaga dan menganalisis profit 

margin pada masing-rnasing rantru tataniaga l1ntuk keempat jenis kebutuhan pangan 

strategis sehingga diperoleh gambaran tentang efesiensi tataniaga dan elastisitas 

l;anmisi harga di wifayah peneJitian. 

Wilayah kajian terdiri dari lima Kabupaten yaitu, Kabupaten Langkat, 

Kabupaten Deli Serdang, Kahupaten Karo dan Kahupaten Simalungun Pemilihan 

wilayah inii didasarkan kepada besamya potcnsi dan produksi pangan yang terdapat 

di tiga wilayah tersebnt. 

, 
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\f etode penelitian 

Objek, batasan dan Wilayab Kajian 

Objek daJam kajian ini meliputi kebutuhan pangan strategis yang paling 

;:;a; :·~ dikonsumsi oJeh masyarakat dan merupakan bahan kebutuhan pokok yang 

"~e di Sumatera Utara 

Batasan kajian dalam penelitian ini adalah menaganalisis Harga Pembelian 

:.~~'.1.tah (HPP) dan menganalisis rantai tataniaga dan menganalisis profit 

;==:: • pada ma.sing-masing rantai tatan.iaga untuk keempat jenis kebutuhan pangan 

1~..J:...~s sehingga diperoleh gambaran tentang efesiensi tataniaga dan elastisitas 

~isi harga di wilay-ah penelitian. 

WiJayah kajian terdiri dari fima Kabupaten yaitu, Kahupaten Langkat, 

Libupalen Deli Serdang, KabupalEn Karo :Jan Kabupaten SimaJungun Pemilihan 

,, )layah inii didasarkan kepada besarnya potensi dan produksi pangan yang terdapat 

: i riga wilayah tersebut. 

: J .\f etode Anal is is 

Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis uji beda rata-rata. 

J·!.lam ha! ini uji beda rata - rata yang dilakukan adaJa.11 dengan metode One Sample 

~ Test (Uji T Satu Sampei), karena data harga yang digunak&n adalah bersifat 

~ .!311titatif# dan berdistribusi normal, variabeJ yang diuji adaiah HPP dengan harga 

;J...tual Gabah Kcring Panen, dan harga beras denga.11 formula : 

x,-11 t = sf../ii. ...•.....•.•.•..........•..•...........•....•.................•.....................•........................ (1) 
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_ -::iana: 

-
i rata-rata harga aktual GKP atau beras pada periode i 

µ = HPP GKP atau beras menurut Inpres pada periode i 

n = jumlah pengamatan harga aktual GKP atau beras 

s = standar deviasi 

Selain itu juga digunakan uji kointegrasi , yang diuji adalah: 

a. hubungan antara rata - rata harga aktual GKP dengan rata - rata harga aktual 

pupuk urea di Provinsi Sumatera Utara. 

b. hubungan antara rata - rata, harga aktual GKP dengan rata - rata harga aktual 

beras di Provinsi Sumatera Utara. 

c. hubungan antara rata - rata harga aktual GKP dengan produksi GKP di Provinsi 

Sumatera Utara. 

Untuk analisis kointegrasi digunaka.., data harga riil, sementara data yang 

terkumpul ada.lah merupakan data nominal sehingga perlu dikonversikan nilai 

nominal kedalam nilai riil. Menurut Lipsey, dkk (1984) nilai nominal dapat 

dikonversikan kedalam bentuk nilai riil dengan menggunakan rumus : 

Nilai Riii = Nitat ~minal X 100 
I K 

Proses analisis data yang diuji dalam melihat hubungan dalarn bentuk 

kointegrasi menggunakan program Eviews 5.0. 
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BAB IV. HASIL KAJIAN 

4.1. Produksi 

Produktivitas per satuan luas 1ahan dapat menggambarkan total produksi padi 

yang dihasiJkan. Prcduktivitas padi di Provinsi Surnatera Utara setiap tahunnya 

selarna k.urun waktu 6 tahun terns rneningkat. Hal ini dimungkinkan dengan adanya 

penerapan teknologi usaha tani di tingkat petani. Akan tetapi pada tahun 2006 total 

produksi padi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3.007 .636 ton cenderung 

mengalarni penurunan dibanding tahun 2005 sebesar 3.418.782 ton, hal ini 

disebabka.11 oleh terjadinya penurunan luas panen seluas 117 .050 Ha pada tahun 2006. 
- . 

Pada tahun selanjutnya produksi padi di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami 

peningkaian, hal tersebut dapat di!ihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Produksi Padi di Provinsi Sumatera Utara 

No. Tahun 
Produksi (ton) 

Jumlah 
Padi Sawah Pa.di Ladano 

1. 2005 3.214.732 204.000 3.418. 782 

2. • 2006 2.870.943 136.693 3.007.636 

3. 2007 2.870.944 158.266 3.029.210 

4. 2008 3.189.758 158.264 3.348.022 

5. 2009 3.382.068 145.833 3.527.901 

6. 2010 3.422.264 160.038 3.582.302 

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012 
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Pada Tahun 2005 produksi padi tertinggi pada bulan Maret dengan total 

produksi sebesar 456.923,72 ton dan terendah pada bulan Mei yakni sebesar 

215.915,51 ton. Tahun 2006 produksi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 

381.572,37 ton dan terendah pada bulan November sebesar ·141.166,21 ton. Tahun 

2007 produksi padi tertinggi pada bulan Februari yaitu 430.716,29 ton, terendah pada 

bulan Juni sebanyak. l 72.840,22 ton. Tahun 2008 produksi padi tertinggi pada bulan 

Februari dengan total produksi 531.520,99 ton, produksi terendah pada bulan April 

sebanyak 167.451, 76 ton Produksi padi tertinggi dalam kurun waktu tahun 2005 -

2010 pada saat panen bulan Feb!'11ari 2010 dengan total produksi sebanyak 549.882, 

99ton GKP~ 

4.2. Perkembangan Harga 

Hharga rata - rata aktuaJ GKP setiap bulannya diatas harga HPP yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Persentase perbedaan harga HPP dengan harga rata - rata 

aktual GKP sejak diterbitkannya lnpres no.2 tahun 2005 sampai dengan Inpres no. 7 

tahun 2009 cenderung mengalami penurunan. Pada sant ber1akunya HPP lnpres no.2 

tahun 2095, harga aktual GKP di tingkat petani rata - rata lebih tinggi 22% dari harga 

HPP. Harga GKP tertinggi mencapai Rp. l.700,-/kg dan harga terenda.11 Rp. l.500,­

/kg. Harga aktual GKP pada saat diberfakukannya Inpres no. J 3 tahun 2005 lebih 

tinggi 19% dari HPP. Pada Inpres no. 7 tahun 2007 harga aktual GKP di tingkat 

petani lebih tinggi I 7% dari HPP demikian juga saat berlakunya Jn pres no.1 tahun 
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2008. Persentase perbedaan harga HPP dengan harga aktual di tingkat petani terus 

mengalami penurunan sampai dikeluarkannya lnpres no.7 tahun 2009. 

Seiring dengan diketahui bahwa harga rata - rata aktual pupuk Urea daJam 

kurun waktu 2005 - 20 l 0 di Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya lebih tinggi 

darl harga eceran tcringgi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga aktuaJ 

pupuk setiap bulannya diatas harga eceran teringgi (HET). Kebijakan subsidi pupuk 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum efektif terf aksana di tingkat petani di 

Provinsi Sumatera Utara. Kela..11gkaan pupuk subsidi di petani masih sering terjadi 

menimbulkan harga yang ditawarkan kepada petani di atas harga eceran tertinggi 

(HET). Kelangkaan pupuk terjadi karena perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke 

pasar non - subsidi terutama ke sektor perkcbunan kelapa sawit yang ada di Prcwinsi 

Sumatera Utara 

Kondisi tersebut menyebabkan harga pupuk Jebih tinggi dari harga eceran 

teringgi (HE1) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada periode Januari 2005 

sampai dengan Desember 2006 petani membeJi pupuk ur~a rata - rata 25% !ebih 

mahal dari HET. Periode Januari 2007 sampai dengan Maret 2.010 harga pupuk 

ditingkat petani rata - rata J 5% Jebih tinggi dari HET dan seJanjutnya 13% Jebih 

mahal dari HET pada periode April sampai dengan Desember 2010. 

32 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



4.3. Perkembangan Harga Beras 

Harga aktual beras setiap bulannya di atas HPP yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Kenaikan harga GKP di tingkat petani diikuti juga oleh kenaikan harga 

beras di tingkat konsumen. Secara berurut persentase perbedaan harga HPP beras 

dengan harga aktual ditingkat petani yaitu 29°/o (Inpres no.2 tahun 2005), 33% (lnpres 

nO l3 tahun 2005), 33% (Inpres no.3 tahun 2007), 36% (Inpres no. l tahun 2008), 

30% (Inpres no.8 tahun 2008) dan 9&/o pada saat berlakunya Inpres no. 7 tahun 2009. 

4A. Hasil Analisis Perbedaan Antara Darga HPP Dengan Darga Aktual GKP 
da!l Harga Aktcal Beras. 

Dari hasil anaHsis uji beda rata-rata yang dilakukan antara HPP GKP dan 

beras yang ditetapkan oleh pemerintah pada pelbagai Inpres yang telah dikeluarkan 

dengan harga aktual GKP di Provinsi Sumz.tera Utara terlihat bahwa nilai sig. 0.000 

< a o.os maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti ada perbedaan antara 

rata - rata harga GKP dan beras yang ditetapkan oJeh Pemerintah rneJaJui pelbagai · 

Inpres yang diketuarkan dengan harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera 

Utara. Hasil uji beda tersebut dapat dilihat pa<la Tabel 4.2. beriku~ : 
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Tabel 4.2 Uji Beda Rata - Rata Satu SampeJ GKP dan Beras 

No IN PRES HPP Aktual Uji beda rata - rata satu sampel 

(RP/kg) (RP/kg) N t hitung sig 

GKP 

1 lnpres no. 2 thn 2005 1,330 1,645 7 18.20 0.000 

2 lnpres no. 13 thn 2005 1,730 2,053 8 5.90 0.000 

3 lnpres no. 3 thn 2007 2,000 2,336 13 9.57 0.000 

4 lnpres no. 1 thn 2008 2,200 2,579 8 23.04 0.000 

5 lnpres no.. S thn 2008 2,400 2,590 12 6.85 0.000 

6 fnpres no. 7 thn 2009 2,640 2,932 12 9.39 0.000 

BERAS 

1 lnpres no. 2 thn 2005 2,790 3,650 7 29.79 0.000 

2 lnpres no. 13 thn 2005 3,350 4,456 18 10.17 0.000 

3 Jnpres !'lo.3 thn 2007 4,000 5,324 13 23.34 0.000 

4 lnpres no. 1 thn 2008 4,300 5,869 8 40.39 0.000 

5 lnpres no. 8 thn 2008 4,600 5,988 12 61.65 0.000 

6 lnpres no. 7 thn 2009 6,000 6,516 12 4.12 0.002 

Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) 

Dari data yang diperoleh rata - rata harga aktual GKP dan beras di Provinsi 

'Sumatera Utara selama berlakunya Inpres no. 2 tahun 2005 (pada periode ~faret 

sampai dengan September 2005 ) adalah sebesar Rp.1.645, 14,-/ kg lebih tinggi 23,69 

% dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. l.600 ( 
• 

20,30% lebib tinggi dari HPP) clan tertinggi Rp.1.700,-/kg ( 27 ,82% lebih tinggi dari 

HPP) . Harga rata - rata aktual beras sebesar Rp 3.650,-/kg lebih tinggi 30,82 % dari 

HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.3.500,-/kg ( 25,45% lebih tinggi dari 

HPP) dan tertinggi Rp. 3. 700,-/kg ( 36,62% Jebih tinggi dari HPP). 
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Pada bulan Oktober 2005 pemerintah melakukan penyesuaian HPP GKP dan 

beras rnenjadi Rp. l.730,- untuk GKP dan Rp.3.350,- untuk beras rnelalui lnpres 

no.13 tahun 2005. Selama periode Oktober 2005 - Maret 2007 rata- rata harga GKP 

sebesar Rp. Rp.2.053, 16/kg lebih tinggi 18,68 o/o dari HPP. Selarna periode tersebut 

harga aktual GKP terendah sebesar Rp. J. 700,-/kg ( J, 73 % lebih rendah dari HPP) 

dan tertinggi Rp.2.532,-/kg ( 46,36% dari HPP) . Harga beras sebesar Rp. 4.455,61,­

/kg lebih tinggi 33 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.3. 700,-/kg 

(10,45% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.5.475,-/kg (63,43 % lebih tinggi dari 

HPP). 

Selanjutnya diterbitkan lnpres no.3 tahun 2007 yang mengatur tenumg 

penetapan harga HPP GKP sebesar Rp. 2.0GO,- dan beras sebesar Rp. 4.000,-,. 

Sela.ma periode April 2007 - April 2008 rata - rata harga GKP sebesar Rp. 2.335,69,­

/kg lebih tinggi 16, 78 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktuaJ GKP 

terendah sebesar Rp. 2.050,-/kg ( 2,5% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi 

Rp.2.490,-/kg ( 24,50% Jebih tinggi dari HPP) . Harga rata - rata aktuaJ beras sebesar­

Rp. 5.324,38,- /kg lebih tinggi 33,11 % dari HPP. Harga aktual beras terendah 

sebesar Rp.5.0t5,-/kg (25,380/o Jebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 5.593,-/kg 

(39,83 % lebih tinggi dari HPP) 

Pada tahun 2008, pemerintah melalui Inpres no. J tahun 2008 menetapkan 

harga HPP GKP sebesar Rp. 2.200,- dan untuk beras Rp. 4.300,-. Setama periode Mei 

2008 - Desember 2008 harga rata - rata aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara 

sebesar Rp. 2.579,37 ,-/kg, lebih tinggi l 7 ;24 % dari HPP. Selama periode tersehut 
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harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.527,-/kg ( 14,86% lebih tinggi dari HPP) 

clan tertinggi Rp.2.659,-/kg (20,86% lebih tinggi dari HPP) . Sementara harga rata -

rata aktual beras sebesar Rp. 5.869,12,-/kg iebih tinggi 36,49 % dari HPP. Harga 

aktunl beras terendah sebesar Rp.5.719,-/kg ( 33 % 1ebih tinggi dari HPP) dan 

tertinggi Rp. 6.056;-/kg ( 40,84 % Jebih tinggi dari HPP) 

Selanjutnya pada bu1an Desember 2008 pemerintah kembali menerbitkan 

Inpres no. 8 tahun 2008 dengan menetapkan HPP GKP sebesar Rp 2.400,-/kg dan 

beras sebesar Rp. 4.600,- yang berlaku pada bulan Januari 2009 sampai dengan 

Desember 2009. Selama periode terse?ut harga rata - rata aktual GKP di Provinsi 

. Sumatera Utara sebesar Rp. 2.589,-/kg, !ebih tinggi 7,87 % dari HPP. Selama periode 

tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.483,-/kg ( 3,46% lebih tinggi dari 

HPP) dan tertinggi Rp.2.804,-/kg (16,83% 1ebih tinggi dari HPP). Sementara harga 

rata - rota aktual beras sebesar Rp. 5.988,08-/kg lebih tinggi 30,18 % dari HPP. 

Harga aktual beras terendah sebesar Rp.5.840,-/kg ( 26,96 % lebih tinggi dari HPP) 

dan tertinggi Rp. 6.116,-/kg ( 320,96 % Jebih tinggi dari HPP) 

Seiring dengan terjadinya kenaikan bahan - bahan I sarana dan prasarana 

produksi untuk•usaha tani padi/gabah pemerintah seJaJu berupaya untuk me!akukan 

penyesuaian harga pembelian GKP di tingkat petani. Hal tersebut direspon dengan 

ditetapkannya harga HPP yang barn me!alui Jnpres no. 7 tahnn 2009 dimana harga 

HPP GKP sebesar Rp . 2 .640,-/kg dan untuk harga HPP beras sebesar Rp. 6.000,-/kg. 

Sclama pcriodc Januari 20 JO - Dcsember 2010 harga rata - rata aktual GKP sebesar 

Rp.2.932,-/kg lebih tin,gg,i 11,07 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual 
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GKP terendah sebesar Rp. 2. 750,-/kg ( 4,20 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi 

Rp.3.095,-/kg ( 17 ,23 % lebih tinggi dari HPP) . Harga rata- rata aktual beras sebesar 

Rp. 6.515,66,-/kg lebih tinggi 8,59 % dari HPP. Harga aktuaJ beras terendah sebesar 

Rp.6.070,-/kg ( l,20 % lebili t1nggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 7.565,-/kg (26,08 % 

Jebih tinggi dari HPP) 

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnyn perbandingan 

antara harga rata - rata GKP di tingkat petani dengan HPP pada periode September 

2007 - September 2008 untuk skala nasional harga aktual GKP lebih tinggi 12,5 % 

dari HPP, harga rata - rata GKP. terendah 20,60 % di bawah HPP dan harga tertinggi 

Rp.3.602,-/kg (63% di atas HPP). Sedangkan pada periode yang sama harga aktual 

GKP di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi 17,24 % dari HPP. harga aktual GKP 

terendah 14,86% lebih tinggi dari HPP dan harga GKP tertinggi 20,86% lebih tinggi 

dari HPP. 

Dengan perhitungan seluruh biaya usaha tani meliputi seluruh binya tenaga 

kerja, sewa Jahan serta harga - harga pada rnusim tanam tahun 2008, dengan HPP Rp. 

2.200,-/kg GKP, petani telah memperoleh keuntungan Rp.876,-lkg atau 66,2% dari 

biaya produksi. 

Temyata harga rata - rata GKP di tingkat petani di Provinsi Sumatera Utara 

mencapai Rp. 2.579,37,-/kg, dengan produksi 4.463 kg/ha maka petani memperoieh 

hasil produksi Rp.11.511.728/ha, dengan keuntungan Rp.5.602.716,-/ha atau 93,46% 

dari biaya produksi. Bila pendapatan yang dipandang normal adafah 50% dari biaya 

produksi, berdasarkan data tersebut maka petani padi di Provinsi Sumatera Utara 
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telah memperoleh manfaat dari penetapan HPP. Dengan tingkat harga terendah 

sebesar Rp 2.527 ,-/kg petani mendapat keuntungan sebesar 90,86% dari biaya 

produksi. Sementara dengan harga aktual GKP tertinggi Rp. 2.659,-/kg petani 

mendapat keuntungan sebesar l 03,55%. 

Dari data yang diperoleh dapat dijeJaskan bahwa harga aktuaJ GKP dan beras 

di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2005 sampai 

dengan 2010 selalu di atas harga HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. 

HPP GKP dan beras sebagai instrumen yang dikeluarkan pemerintah memberi 

dampak positif bagi petani di Prqvinsi Sumatera Utara. Hal ini dimungkinkan karena 

didukung oleh penerapan pola tanam dan pola panen di Provinsi Sumatera Utara 

tidak sama untuk semua kabupaten. Seiain itu sistem distribusi pemasaran prcduk 

padi dan beras di Provinsi Sumatera Utara selama ini berlangsung dengan sistem 

perdagangan antar wilayah kabupatenlkota sehingga jarang sekali terjadi over 

produksi yang menyebabkan terjadinya penurunan harga 

4.S Basil Analisis Perbedaan Antara Harga Aktual GKP dan Beras Setelah 
ditetapkannya HPP MeJalui Inpres Yang Berl2ku Dengan Inpres 
Seoolumnya. 

Hasil analisis perbedaan antara harga aktual GKP dan beras setelah 

ditetapkannya HPP melalui lnpres No. 13 tahun 2005 dengan harga aktual GKP dan 

setelah ditetapkannya HPP berdasarkan fnpres No. 2 tahun 200.S menunjukkan nilai 

sig 0.000 <a o,os. yang berarti ada perbedaan antara rata - rata harga aktual GKP dan 
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pada saat ber/aku11ya lnpres No. 13 tahun 2005 dengan rata - rata harga aktual GKP 

dan beras pada saat berlakunya lnpres No. 2 tahun 2005. Demikian juga beda rata -

rata harga aktua/ GKP dan beras pada saat Jnpres No. 3 tahun 1997 dengan Jnpres No. 

l 3 tahun 2005, Inpres NoJ tahun 2008 dengan Inpres no, 3 tahun 2007 serta antara 

Jnpres no. 7 tahun 2009 dengan lnpres No.8 tahun 2008. 

Akan tetapi harga rata - rata aktual GKP pada saat berlakunya Inpres no.8 

tahun 2008 dengan Inpres no. I tahun 2008 menunjukkan nilai sig. 0, 779 > 0,005, 

berarti tidak ada perbedaan antara rata - rata harga aktual GKP dengan HPP yang 

telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

perbedaan harga aktual pada saat berlakunya Inpres .o.8 tahun 2008 dengan Inpres 

no.I tahun 2008 hanya Rp. 11,-(0,4% iebih tinggi dari harga aktual pada saat 

berlakunya Inpres no. l tahun 2008). Hal ini terjadi disebabkan oleh karena 

perubahan HPP selama tahun 2008 terjadi sebanyak dua kali, tidak terlalu 

berpengarub se.cara signifikan di tingkat petani dimana se1isih pernbahan HPP 

sebesar 9,09% sementara seJisih perubahau harga aktuaJ sebesar 0,43%. -
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Tabel 4.3 Uji Beda Rata - Rata Sampel Independen GKP dan Beras 

No I NP RES HPP(Rp/Kg) Aktual (Rp/kg) 
lndependen Sample 
N t bitung sig 

GKP 
1 No. 1312005 Vs No.212005 1,730 l,330 2,053 1,645 25 4.55 0.000 1 

2 No. 3/2007 Vs No.13/1005 2,000 1,730 2,335 2,053 31 3.97 0.000 
3 No. l/2008 Vs No. 312007 2,200 2,000 2,579 2,336 21 5.19 0.000 
4 No. 812009 Vs No. l/2008 2,400 2,200 2,590 2,579 20 0.28 0.779 

5 No. 7/2009 Vs No. 8/2008 2,640 2,400 2,932 2,590 24 8.22 0.000 
Beras 

1 No. 13/2005 Vs No.212005 3,350 2,790 4,455 3,650 25 4.54 0.000 
2 No. 312007 Vs No.1312005 4,000 3,350 5,324 4,455 31 6.34 0.000 

3 rNo. 111008 Vs No. 3!1007 4,300 4,000 5,869 5,324 21 6.91 0.000 

4 No. 812009 Vs No. 112008 4,600 4,300 5,988 5,869 20 2.86 0.010 

5 No. 712009 Vs No. 8/2008 6,000 4,600 6,516 5,988 24 4J4 0.000 

StJmber: Data Primer, 2012 (diolah) 

Tabei 4.4. Perseotase Kenaikan HPP GK.P dan Beras 

No. Inpres GKP Beras 
HPP % A.1'.tual % HPP % Aktual % 

l. No.212005 1,330 30.08 1,645 24.80 2,790 20.07 3,650 22.05 

2. No. 1312005 l,730 15.61 2,053 i3.74 3,350 19.40 4,455 19.51 

3. No. 3/2007 2,000 10.00 2,335 10.45 4,000 7.50 S,324 l0.24 

4. No. l 12008 2,200 9.09 2,579 0.43 4,300 . 6.98 5,869 2.03 

5. No.812008 2,400 10.00 2,590 13.20 4,600 30.43 5,988 8.82 

6. No. 7 /2009 2,640 2,932 6,000 6,516 
Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) 
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Tabet 4.5. Persentase Perbedaan HPP dengan Harga Aktual GKP dan Beras 

No. In pres GKP Beras 
HPP Aktual % HPP Aktual % 

I. No.212005 1,330 1,645 23.68 2,790 3,650 30.82 
2. No. 13/2005 1,730 2,053 18.67 3,350 4,455 32.99 
,., 

No. 3/2007 2,000 2,335 16.75 4,000 5,324 33.10 J. 

4. No. l /2008 2,200 2,579 17.23 4,300 5,869 36.49 
5. No.812008 2,400 2,590 7.92 4,600 5,988 30.17 
6. No. 7 /2009 2,640 2,932 11.06 6,000 6,5!6 8.60 

Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) 

Dari TabeJ 4.4 d&pat dilihat bahwa persentase kenaikan HPP yang ditetapkan 

oleh pemerintah sejak tahun 2005 sampai c!engan tahun 2010 cenderung menurun. 

Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.2 tahun 2005 dengan Inpres no. 13 tahun 

2005 untuk GKP sebesar 30% dan untuk beras sebesar 20,07%. Persentase kenaik.an 

J:IPP ant~ Inpres no.13 ~a'1un 2005 dengan Inpres no 3 tahun 2007 untuk GKP 

sebesar 15,61% dan untuk beras sebesar 19,05%. Persentase kenaikan HPP antara 

Inpres no.3 tahun 2007 dengan Inpres no. 1 tahun 2008 untuk GKP sebesar 10% dan 

untuk beras sebesar 10,24%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no. l tahun 2008 

dengan Inpres no. 8 tahun 2008 untuk GKP sebesar 9,09% dan untuk beras sebesar 

2~03%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.8 tahun 2008 dengan Inpres no. 7 

tahun 2009 untuk GKP sebesar l 0% dan untuk beras sebesar 8,82%. Sementara 

persentase k.enaikan harga aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara setelah 
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ditetapkannya HPP melalui Jnpres no.2 tahun 2005 sampai dengan Jn pres no. 7 tahun 

2009 secara berturut adalah untuk GK.P sebesar 24,80%; 13,74%; l0,54%; 0,43% 

dan 13,20%, serta persentase kenaikan harga aktual untuk beras adalah 22,05% ; 

19,51 % ; 10,24% ; 2,03%· serta 8,82%. 

, 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

l. Berdasarkan hasi1 analtsis uji beda rata - rata , terdapat perbedaan rata - rata 

harga aktual GKP dan beras dengan harga HPP GK..P dan beras yang ditetapkan 

oleh pemerintah melalui Inpres selama tahm1 no.2 tahun 2005, Inpres no.13 tahun 

2005, Inpres no.3 tahun 2007, lnpres no. l tahun 2008, lnpres no. 8 tahun 2008 

serta Inpres no. 7 tahun 2009. 

2. Terdapat perhedaan rata - , rata antara harga aktual GKP dan beras saat 

berlakllnya HPP Inpres dengan -harga -aktUal GKP dan beras pada saat Inpres 

sebeJumnya. Tetapi harga aktuaJ GKP dan beras pada saat bedakunya Inpres no. 

8 tahun 2008 tidak terdapat perbedaan dengan harga aktnal GKP <lan beras pada 

saat berJakunya Inpres no. I tahun 2008. 

5.1. Saran 

Dari basil analisis yang telah dilakukan terhadap harga aktual GKP dan beras, 

' 
harga aktuaJ pupuk urea serta produksi padi di Provinsi Sumatera Utara seJama tahun 

2005 sampai dengan 2010, dapat diberikan saran untuk perumusan kebijakan 

sefanjutnya sebagai berikut : 
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memperhatikan tingkat keuntungan petani. 

2. Kenaikan HPP untuk tahun - tahun berikutnya berkisar antara l 0 - 2()11/o, 

sehingga petani dapat menerima manfaat dan keuntungan dari usaha tani padi. 

44 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTAR PUSTAKA 

Amang, B. (1984) 'Harga Beras dan Jntlasi di Indonesi~ l 967 - 1981 '. Ringkasan 
desertasi yang clisampaikan pada Seminar Perekonomian Beras di Indonesia. 
Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor dan Jurusan Sosial 
Ekonomi, Institut Pertanian, Bogor. 

Bechtold, K.H.W. (1988) 'Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian'. 
Yayasan Obor Indonesia Jakarta. 

BPS, (2010) 'Statistik Indonesia'. Biro Pusat Statistik, Jakarta. 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumstera Utara (2012), Rekapitulasi Arus Barang 
Strategis Pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Provinsi 
Sumatera Utara tahun 2011 ~ 

- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, (2011). 'Laporan Tahunan 2010'. 

Ellis, F. (1992) 'Agricultural Policies In Developing Countries'. Cambridge 
University Press. Cambridge. 

Engle,R. and C.Granger (1987) 'Co-Integration and Error Correction': 
Representation, Estimation and Testing. Econometrica 55,251·76 

Greene, William H (2003). Econometric Analysis. Fifth Edition. New York 
University. 

lrawan, A., 1997. Kebijakan Barga dan Keberlanjutan Produksi Padi di Luar Jawa, 
Harian Kompas 13 Februari l 997, Jakarta, hal 8. 

Jamal, E. et al, (2006). 'AnaJisis Kebijakan Penentuan Harga PembeJian Gabah' . 
Laporan Akhir Penelitian TA. 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian, Bogor. 

Kariyasa, K. et al, (2004). Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
yang Relevan dan l>erbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisa 
Pebijakan ·Pertanian. Vol 2. No. 3, 2004. Pusat Ana\isis Sosial ·Ekonomi dan 
Kebi_jakan Pertanian. 

45 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Satia. 2006. Model Pangan di Sumatera Utara. PHB TA 2006. Dikti, Depdiknas. 

Jakarta 

-------. 2005 Mandiri Pangan Benteng Negara, Harian Waspada, Medan 

--. 2005 Busung Lapar di Negeri Zambrut, Harian Waspada, Medan 

-------. 2006 Agricultural and Intercultural Dialoge, Harian Waspada, Medan 

--. 2006 Antara Petani dan Konsumen Ada Pedaga..'1g ,Harian Waspada, Medan 

-------. 2007 Jangan Biarkan Kami Lapar Harian Waspada, Medan 

--. 2007 Meneropong Pangan Buat Rakyat , Harian Waspada , Medan 

Saragih, B (2010). Impor Beras antara Prinsip dan Keluwesan, Suara Agribisnis. 
Kumpulan Pemikiran Bungaran Saragih. Penerbit PT Permata Wacana Lestari, 
Jakarta. 

Sawit, M. H. (2010), 'Reformasi Kebijakan Harga Produsen Dan Dampaknya 
Terhadap Daya Saing Beras.' Jurnal Ekonomi Rakyat No 10&/7, 20 l 0. 

Simatupang, P. ct al (2005). "EvaJuasi Kebijakan Harga Gabah Tahun 2004'. Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. 

Sudaryanto,T dan Rachman. (2009) "Analisis Dampak Penetapan Harga Pembelian 
Pemerintah (HPP) Gabah Dan Beras'. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan -
Kebijakan Pertanian, Bogor. 

, 
I 

46 
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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IMPLEMENTATION ANALfZE THE GOVERNMENT PURCHASE PRICE (HPP) ON RICE 
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3lJ>rogram Komunilcasi, Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area 

ABSTRACT 

Fulfillment of the conditions for the household food both in quantity, quality, safe, equitable, and 
rffordable is a shared responsibility between government and society. The government must realize that the 
1chievement of food security is a strategic effort that must be done continuously and sustainably. Is a logical 
~onsequence, the role of institutional and community participation such as farmers, rural institutions, and private 
·ector officials to be important in helping government officials at both the central and local governments to achieve 
1ational food security.The purpose of this study was to analyze the Government Purchase Price (HPP) on rice 
~ommodities which include the determination of the components of the HPP, HPP price difference Dried Paddy 
'iarvest, Dry Milled and rice prices compared to Actual prices prevailing in North Sumatra. The results of the study 
1hawed that there were differences in the average price of GKP and rice and rice HPP GKP prices set by the 
~overnment through the Presidential Instruction No. 2 for the year 2005, Presidential Decree 13 of 2005, 
Dresidenlial Decree no.3 of 2007, Presidential Decree no. l Jn 2008, Presidential Decree no. 8 years of 2008 and 
Dresidential Decree no. 7 in 2009. The study results also showed that there were differences between the average 
zctual price of rice GKP and upon the enactment of Presidential HPP with GKP and the actual price of n·ce during 
'he previous Instruction. But the actual price GKP and rice upon the enactment of Presidential Decree no. 8 Jn 2008 
'here was no difference with GKP and the actual price of rice upon the enactment of Presidential Decree no. 1 in 
W08 

J[ey word: HP P, ri<:e, policy 

RINGKASAN 

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau 
rnerupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa 
irencapaian target ketahanan pangan merupakan usaha strategis yang harus dilakukan secara terus menerus dan 
!>erkesinambungan.' Konsekwensi logisnya adalah, peran dan partisipasi masyacalqlt seperti kelembagaan tani, 
(elembagaan pedesaaan, dan aparatur swasta menjadi penting dalam membantu aparat pemerintah baik di tingkat 
i>usat maupun daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.Tujuan .kajian ini adalah untuk menganalisis 
Harga Pemebelian Pemerintah (HPP) pada Komoditi beras yang meliputi tentang komponen-komponen penentuan 
HPP, perbedaan HPP Harga Gabah Kering Panen, Kering Giling dan harga beras dibandingkan dengan harga Aktual 
yang berlaku di Sumatera Utara. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbedaan rata - rata harga aktual GKP dan 
beras dengan harga HPP GKP dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres selama tahun no.2 tahun 
2005,.Inpres no.13 tahun 2005, Inpres no.3 tahun 2007, Inpres no. 1 tahun 2008, Inpres no. 8 tahun 2008 serta Inpres 
no. 7 tahun 2009. Hasil Kajianjuga menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata antara harga aktual GKP dan beras 
saat berlakunya HPP lnpres dengan harga aktual GKP dan beras pada saat Inpres sebelwnnya. Tetapi harga aktual 
GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 8 tahun 2008 tidak terdapat perbedaan dengan harga aktual GKP dan 
beras pada saat berlakunya lnpres no. I tahun 2008 

Kata Kunci; HPP, Beras dan Kebijakan 

•)Penutis untuk korespondensi 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan harga komoditas 
ertanian secara nasional dipengaruhi oleh 
luktuasi produksi, fluktuasi harga 
1ternasional dan fluktuasi nilai tukar . Pada 
mumnya ketidakstabilan harga gabah di 
ipangan disebabkan oleh pola panen, 
imana pada saat panen raya qenderung 
~rjadi penurunan harga gabah petani oleh 
arena terjadinya over produksi sementara 
'olume permintaan di masyarakat cenderung 
;:tap/tidak ada perubahan. Sebaliknya pada 
aat panen kecil harga gabah cenderung 
rieningkat. 

Awalnya penetapan harga dasar 
ersebut ditetapkan dengan memperhatikan 
1eberapa faktor yaitu tingkat keuntungan 
1saha tani padi yang layak dan harga beras 
:ualitas medium di pasar dunia. Situasi 
1erberasan mulai pada bulan Maret 2008 
nengalami peningkatan harga di pasar dunia 
rang lebih tinggi dari harga beras di pasar 
lomestik. Namun sejak tahun 2009, 
:elihatannya penetapan Harga Pembelian 
~emerintah (HPP) tidak lagi merujuk kepada 
targa beras internasional, tetapi sepenuhnya 
litentukan oleh ongkos produksi yang 
:enderung meningkat seiring dengan 
neningkatnya harga sarana produksi 
erutama pupuk, bahan bakar minyak (BBM) 
Ian upah tenaga kerja. 

Kebijakan harga gabah yang 
literapkan oleh pemerintah bertujuan untuk 
nelindungi petapi padi dari turunnya harga 
ii tingkat petani, sebagai alat stimulus 
(epada petani berupa jaminan harga. Namun 
lemikian, kelihatannya kebijakan 
(ebijakan tersebut belum dapat dikatakan 
~fisien dan efektif. Hal tersebut 
iiindikasikan oleh harga GKP yang masih 
;enderung fluktuatif. Untuk menganalisis 
enomena tersebut diperlukan suatu kajian 
~mpiris mengenai harga dasar gabah. 
)iharapkan basil penelitian ini akan menjadi 

'· Tek. lnd. Pert Vol. .. ( .. ), .. -.. 
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masukan bagi pengambil keputusan dalam 
menentukan kebijakan harga gabah. 
1. Untuk menganalisis perbedaan Harga 

Pembelian Pemerintah (HPP) 
GabahKering Panen (GKP) dan beras 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
terhadap harga aktual GKP dan beras di 
Provinsi Sumatera Utara. 

2. Untuk menganalisis perbedaan 
peningkatan harga aktual GKP dan beras 
setelah penetapan HPP 

Kebijakan harga melalui jaminan 
harga dasar dapat memperkecil resiko dalam 
berusahatani, karena petani terlindungi dari 
kejatuhan harga jual gabah/beras di bawah 
ongkos produksi, yang sering dalam musim 
panen raya. Manakala risiko suatu usaha 
dapat ditekan sekecil mungkin, maka 
ketersediaan beras dari produksi dalam 
negeri dapat terjamin. Ketersediaan beras 
dari produksi dalam negeri menjadi salah 
satu unsur penting dalam memperkuat 
ketahanan pangan (Sa wit, 20 l 0). 

Kebijakan harga beras pertama kali 
dibahas secara komperehensif dan 
operasional oleh Mears dan Affif ( 1969 ) 
yang menyimpulkan bahwa (1) diperlukan 
suatu perbedaan yang layak antara harga 
dasar dengan harga batas tertinggi untuk 
memberi keuntungan yang wajar bagi 
swasta untuk penyimpanan beras dan (2) 
Pemerintah perlu menyediakan stok beras 
dalam jumlah yang memadai untuk 
mencegah pengaruh gejolak produksi 
tahunan. 
Jika pemerintah melakukan stabilisasi harga 
beras, dengan mempertahankan harga pada 
tingkat tertentu maka grafik antara floor 
price dengan ceiling price akan dapat dilihat 
sebagai berikut: 
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(b) Paceklik 

' Gambar.1. Grafik Komblnasi Floor price dengan Ceiling Pric:e 

>ari Gambar 1. dapat diketahui bahwa kalau 
1ernerintah rnengadakan stabilisasi harga 
lengan mempertahankan harga pada tingkat 
>B, maka pada waktu panen jika penawaran 
.dalah SS pada gambar (a), dan harga 
:kuilibrium, adalah SE=OA, pemerintah 
nembelijumlah sebanyak SS' dengan harga 
)B (floor price), sehingga penawaran di 
1asar menjadi S'S' dan ekuilibrium terdapat 
1ada titik E', pada harga OB, gambar (a) 
Kadariah, 1994). 

Pada waktu paceklik, jika penawaran 
urun menjdi SS pada gambar (b ), dan harga 
Ii pasar setinggi. SE = OA', maka jumlah 
rang ditimbun pemerintah pada waktu 
,anen, dilempar ke pasar, sehingga 
>enawaran menjadi S'S" pada gambar (b), 
lan ekuilibrium terdapat pada titik E", pada 
larga OB (ceiling price). Dengan demikian 
naka. harga dapat dipertahankan pada 
ingkat yang sama sepanjang tahun. Tetapi 
ial iji hanya dapat terjamin, jika jumlah 
rang dibeli pemerintah untuk menjamin 
iarga setinggi OB pada waktu panen ( S'S 
>ada gambar (a) sama dengan jumlah yang 

. Tek. Ind. Pert Vol ... (..), .. -.. 

diperlukan untuk dilempar ke pasar pada 
waktu paceklik guna menjaga harga setinggi 
OB (SS' pada gambar (b)) (Kadariah,1994). 

METODE PENELITIAN 

Wilayah kajian terdiri dari lima 
Kabupaten yaitu, Kabupaten Langkat, 
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo 
dan Kabupaten Simalungun Pemilihan 
wilayah inii didasarkan kepada besamya 
potensi dan produksi pangan yang terdapat 
di tiga wilayah tersebut. Batasan kajian 
dalam penelitian in~ adalah menaganalisis 
Harga Pernbelian Pemerintah (HPP) dimana 
Wilayah kajian terdiri dari Hrna Kabupaten 
yaitu, Kabupaten Lang/rat, Kabupaten Deli 
Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten 
Simalungun denganjumlah sampel sebanyak 
146 sampel. Pemilihan wilayah inii 
didasarkan kepada besarnya potensi dan 
produksi pangan yang terdapat di tiga 
wilayah tersebut. 

Analisis yang digunakan dalam 
kajian ini adalah analisis uji beda rata-rata. 

3 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dalam haf ini uji beda rata - rata yang 
dilakukan adalah dengan metode One 
Sample T Test (Uji T Satu Sampel), karena 
data harga yang digunakan adalah bersifat 
kuantitatif dan berdistribusi normal, variabel 
yang diuji adalah HPP dengan harga aktual 
Gabah Kering Panen, dan harga beras 
dengan formula 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Perbedaan Antara Barga 
HPP Dengan Barga Aktual GKP dan 
Barga Aktual Beras. 

Dari basil analisis uji beda rata-rata 
yang dilakukan antara HPP GKP dan beras 
yang ditetapkan oleh pemerintah pada 
pelbagai Inpres yang telah dikeluarkan 
dengan harga aktual GKP di Provinsi 

Mitra Musika, Satia Negara, Nina Salmaniah 

Dimana: 
xi = rata-rata harga aktual 

GKP atau beras pada periode i 
µ = HPP GKP atau beras 

menurut Inpres pada periode i 
n = jumlah pengamatan 

harga aktual GKP atau beras 
s = standar deviasi 

Sumatera Utara terlihat bahwa nilai sig. 
0.000 < a o,os maka dapat disimpulkan 
bahwa Ho ditolak yang berarti ada 
perbedaan antara rata - rata harga GKP dan 
beras yang ditetapkan oleh Pemerintah 
melalui pelbagai Inpres yang dikeluarkan 
dengan harga aktual GKP dan beras di 
Provinsi Sumatera Utara. Hasil uji beda 
tersebut dapat dilihat pada Tabet 4.2. 
berikut: 

Tabel 1 Uji Beda Rata - Rata Satu Sampel GKP dan Beras 

No IN PRES ff PP Aktual Ujf beda rata - rata satu sampel 

(RP/kg) (RP/kg) N t hitung slg 

GKP 

1 lnpres no. 2 thn 2005 1,330 1,645 7 18.20 0.000 

2 lnpres no. 13 thn 2005 1,730 2,053 8 5.90 0.000 

3 lnpres no. 3 thn 2007 2,000 2,336 13 9.57 0.000 

4 lnpres no. 1 thn 2008 2,200 2,579 8 23.04 0.000 

5 lnpres no. 8 thn 2008 2,400 2,590 12 6.85 0.000 

6 lnpres no. 7 thn 2009 2,640 2,932 12 9.39 0.000 

BERAS 
1 lnpres no. 2 thn 2005 2,790 3,650 7 29.79 0.000 

2 lnpres no. 13 thn 2005 3,350 4,456 18 10.17 0.000 

3 lnpres no.3 thn 2007 4,000 5,324 13 23.34 0.000 

4 lnpres no. 1 thn 2008 4,300 5,869 8 40.89 0.000 

5. lnpres no. 8 thn 2008 4,600 5,988 12 61.65 0.000 

6 lnpres no. 7 thn 2009 6,000 6,516 12 4.12 0.002 
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Seiring dengan terjadinya kenaikan 
bahan - bahan I sarana dan prasarana 
produksi untuk usaha tani padi/ gabah 
pemerintah selalu berupaya untuk 
melakukan penyesuaian harga pembelian 
GKP di tingkat petani. Hal tersebut direspon 
dengan ditetapkannya harga HPP yang baru 
melalui Inpres no. 7 tahun 2009 dimana 
harga HPP GKP sebesar Rp. 2.640,-/kg dan 
untuk harga HPP beras sebesar Rp. 6.000,­
/kg. Selama periode Januari 2010 -
Desember 2010 harga rata - rata aktual GKP 
sebesar Rp.2.932,-/kg lebih tinggi 11,07 % 
dari HPP. Se lama periode tersebut harga 
aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.750,-/kg 
( 4,20 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi 
Rp.3.095,-/kg ( 17,23 % lebih tinggi dari 
HPP) . Harga rata - rata aktual beras sebesar 
Rp. 6.515,66,-/kg lebih tinggi 8,59 % dari 
HPP. Harga aktual beras terendah sebesar 
Rp.6.070,-/kg ( 1,20 % lebih tinggi dari 
HPP) dan tertinggi Rp. 7 .565,-/kg (26,08 % 
lebih tinggi dari HPP) 

Apabila dibandingkan dengan basil 
penelitian sebelumnya perbandingan antara 
harga rata - rata GKP di tingkat petani 
dengan HPP pada periode September 2007 -
September 2008 untuk skala nasional harga 
aktual GKP lebih tinggi 12,5 % dari HPP, 
harga rata - rata GKP terendah 20,60 % di 
bawah HPP dan harga tertinggi Rp.3.602,­
/kg (63% di atas HPP). Sedangkan pada 
periode yang sama harga aktual GKP di 
Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi 17 ,24 
% dari HPP. .h.arga aktual GKP terendah 
14,86% lebih tinggi dari HPP dan harga 
GKP tertinggi 20,86% lebih tinggi dari HPP. 

Dengan perhitungan seluruh biaya 
usaha tani meliputi seluruh biaya tenaga 
kerja, sewa lahan serta harga - harga pada 
m~im tanam tahun 2008, dengan HPP Rp. 
2.200,-/kg GKP, petani telah memperoleh 
keuntungan Rp.876,-/kg atau 66,2% dari 
biaya produksi. 

· Ternyata harga rata - rata GKP di 
tingkat petani di Provinsi Sumatera Utara 

]. Tek Ind. Pert Vol ... (..), .. -.. 
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mencapai Rp. 2.579,37,-/kg, dengan 
produksi 4.463 kg/ha maka petani 
memperoleh has ii produksi 
Rp.11.511. 728/ha, dengan keuntungan 
Rp.5.602.716,-/ha atau 93,46% dari biaya 
produksi. Bila pendapatan yang dipandang 
normal adalah 50% dari biaya produksi, 
berdasarkan data tersebut maka petani padi 
di Provinsi Sumatera Utara telah 
memperoleh manfaat dari penetapan HPP. 
Dengan tingkat harga terendah sebesar Rp 
2.527 ,-/kg petani mendapat keuntungan 
sebesar 90,86% dari biaya produksi. 
Sementara dengan harga aktual GKP 
tertinggi Rp. 2.659,-/kg petani mendapat 
keuntungan sebesar 103,55%. 

Dari data yang diperoleh dapat 
dijelaskan bahwa harga aktual GKP dan 
beras di Provinsi Sumatera Utara selarna 
kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2005 
sampai dengan 2010 selalu di atas harga 
HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. 

HPP GKP dan beras sebagai 
instrumen yang dikeluarkan pemerintah 
memberi dampak positif bagi petani di 
Provinsi Sumatera Utara. Hal m1 

dimungkinkan karena didukung oleh 
penerapan pola tanam dan pola panen di 
Provinsi Sumatera Utara tidak sama untuk 
semua kabupaten. Selain itu sistem distribusi 
pemasaran produk padi dan beras di Provinsi 
Sumatera Utara selama ini berlangsung 
dengan sistem perdagangan antar wilayah 
kabupaten/kota sehingga jarang sekali 
terjadi over produksi yang menyebabkan 
terjadinya penurun'an harga. 

Basil Analisis Perbedaan Antara Barga 
Aktual GKP dan Beras Setelah 
ditetapkannya HPP Melalui Inpres Yang 
Berlaku Dengan lnpres Sebelumnya. 

Hasil analisis perbedaan antara harga 
aktual GKP dan beras setelah ditetapkannya 
HPP melalui Inpres No. 13 tahun 2005 
dengan harga aktual GKP dan setelah 
ditetapkannya HPP berdasarkan Inpres No. 2 
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ahun 2005 menunjukkan nilai sig 0.000 < 
l o,os. yang berarti ada perbedaan antara rata 
- rata harga aktual GKP dan pada saat 
:>erlakunya Inpres No. I3 tahun 2005 
iengan rata - rata harga aktual GKP dan 
~eras pada saat berlakunya Inpres No. 2 
;ah.un 2005. Demikian juga beda rata - rata 
1arga aktual GKP dan beras pada saat lnpres 
No. 3 tahun 1997 dengan lnpres No. 13 
tahun 2005, lnpres No.I tahun 2008 dengan 
[npres no, 3 tahun 2007 serta antara lnpres 
110. 7 tahun 2009 dengan Inpres No.8 tahun 
2008. 

Akan tetapi harga rata - rata aktual 
GKP pada saat berlakunya Inpres no.8 
tahun 2008 dengan Inpres no. I tahun 2008 
menunjukkan nilai sig. 0,779 > 0,005, 

Mitra Musika, Satia Negara, Nina Salmaniah 

berarti tidak ada perbedaan antara rata - rata 
harga aktual GKP dengan HPP yang telah 
ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 
11. Dari tabel tersebut dapat dilihat 
perbedaan harga aktual pada saat berlakunya 
Inpres .o.8 tahun 2008 dengan Inpres no.1 
tahun 2008 hanya Rp. 11,-(0,4% lebih 
tinggi dari harga aktual pada saat berlakunya 
Inpres no. 1 tahun 2008). Hal ini terjadi 
disebabkan oleh karena perubahan HPP 
selama tahun 2008 terjadi sebanyak dua 
kali, tidak terlalu berpengaruh secara 
signifikan di tingkat petani dimana selisih 
perubahan HPP sebesar 9,0g<>/o sementara 
selisih perubahan harga aktual sebesar 
0,43%. 

Tabet 2 Uji Beda Rata - Rata Sampel Independen GKP dan Beras 

No INPRES HPP (Rp/Kg) Aktual (Rp/kg) 
Independen Sample 
N t hitun2 sig 

GKP 
1 No. 13/2005 Vs No.2/2005 1,730 1,330 2,053 1,645 25 4.55 0.000 
2 No. 3/2007 Vs No.1312005 2,000 1,730 2,335 2,053 31 3.97 0.000 
3 No. 1/2008 Vs No. 3/2007 2,200 2,000 2,579 2,336 21 5.19 0.000 
4 No. 8/2009 Vs No. 1/2008 2,400 2,200 2,590 2,579 20 0.28 0.779 
5 No. 7/2009 Vs No. 8/2008 2,640 2,400 2,932 2,590 24 8.22 0.000 

Beras 
1 No. 13/2005 Vs No.2/2005 3,350 2,790 4,455 3,650 25 4.54 0.000 
2 No. 3/2007 Vs No.13/2005 4,000 3,350 5,324 4,455 31 6.34 0.000 
3 No. 1/2008 Vs No. 3/2007 4,300 4,000 5,869 5,324 21 6.91 0.000 
4 No. 8/2009•Vs No. 1/2008 4,600 4,300 5,988 5,869 20 2.86 0.010 
5 No. 7/2009 Vs No. 8/2008 6,000 4,600 6,516 5,988 24 4.14 0.000 
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Tabel 3. Persentase Kenaikan HPP GKP dan Beras 

No. In pres GKP Beras 
HPP % Aktual % HPP % Aktual % 

1. No.2/2005 1,330 30.08 1,645 24.80 2,790 20.07 3,650 22.05 

2. No. 13/2005 1,730 15.61 2,053 13.74 3,350 19.40 4,455 19.51 

3. No. 3/2007 2,000 10.00 2,335 10.45 4,000 7.50 5,324 10.24 

4. No. 1 /2008 2,200 9.09 2,579 0.43 4,300 6.98 5,869 2.03 

5. No.8/2008 2,400 10.00 2,590 13.20 4,600 30.43 5,988 8.82 

6. No. 7 /2009 2,640 2,932 6,000 6,516 

Tabet 4. Persentase Perbedaan HPP dengan Harga Aktual GKP dan Beras 

No. Inpres GKP 
HPP Aktual 

1. No.2/2005 1,330 1,645 
2. No. 13/2005 1,730 2,053 
3. No. 3/2007 2,000 2,335 
4. No. 1 /2008 2,200 2,579 
5. No.8 /2008 2,400 2,590 
6. No. 7 /2009 2,640 2,932 

Dari Tabet dapat dilihat bahwa 
persent.ase keil'"clikan HPP yang clitetapkan 
oleh pemerintah sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2010 cenderung menurun. 
Persent.ase kenaikan HPP antara Inpres no.2 
tahun 2005 dengan Inpres no. 13 tahun 2005 
untuk GKP sebesar 30% dan untuk beras 
sebesar 20,07%. Persentase kenaikan HPP 
antara Inpres no.13 tahun 2005 dengan 
Inpres no 3 tahun 2007 untuk GKP sebesar 
15,61% dan untuk beras sebesar 19,05%. 
Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.3 
tahun 2007 dengan Inpres no. 1 tahun 2008 
untuk GKP sebesar l 0% dan untuk beras 

J Tel<. Ind. Pert Vol ... (..), .. -. 

Beras 
% HPP Aktual % 

23.68 2,790 3,650 30.82 
18.67 3,350 4,455 32.99 
16.75 4,000 5,324 33.10 
17.23 4,300 5,869 36.49 
7.92 4,600 5,988 30.17 

11.06 6,000 6,516 8.60 

sebesar I 0,24%. Persentase kenaikan HPP 
antara Inpres no.I ,tahun 2008 dengan Inpres 
no. 8 tahun 2008 untuk GKP sebesar 9,09°/o 
dan untuk beras sebesar 2,03%. Persent.ase 
kenaikan HPP antara lnpres no.8 tahun 2008 
dengan Inpres no. 7 tahun 2009 untuk GKP 
sebesar 10% dan untuk beras sebesar 8,82%. 
Sementara persentase kenaikan harga aktual 
GKP di Provinsi Sumatera Utara setelah 
ditetapkannya HPP melalui Inpres no.2 
tahun 2005 sampai dengan lnpres no. 7 tahun 
2009 secara berturut adalah untuk GKP 
sebesar 24,800/o; 13,74%; 10,54%; 0,43% 
dan 13,20%, serta persentase kenaikan harga 
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ktual untuk beras adalah 22,05% ; 19,51 % ; 
0,24% ; 2,03% serta 8,82%. 

KESIMPULAN 

Terdapat perbedaan rata - rata harga 
aktual GKP dan beras dengan harga 
HPP GKP dan beras yang ditetapkan 
oleh pemerintah melalui Inpres selama 
tahun no.2 tahun 2005, Inpres no.13 
tahun 2005, Inpres no.3 tahun 2007, 
Inpres no. 1 tahun 2008, Inpres no. 8 
tahun 2008 serta lnpres no. 7 tahun 
2009. 
terdapat perbedaan rata - rata antara 
harga aktual GKP dan beras saat 
berlakunya HPP Inpres dengan harga 
aktual GKP dan beras pada saat Inpres 
sebelumnya. Tetapi harga aktual GKP 
dan beras pada saat berlakunya In'pres 
no. 8 tahun 2008 tidak terdapat 
perbedaan dengan harga aktual GKP 
dan beras pada saat berlakunya Inpres 
no. 1 tahun 2008 
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